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PEMILIKAN RUMAH (KPR) ANTARA BANK DENGAN NASABAH  




Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui proses pelaksanaan antara  
pihak bank dan nasabah dalam kredit pemilikan rumah di Bank Perkreditan 
Rakyat Solobaru Kabupaten Sukoharjo. (2) Untuk mengetahui peraturan dan hak 
kewajiban pihak bank dan nasabah dalam kredit pemilikan rumah di Bank 
Perkreditan Rakyat Solobaru Kabupaten Sukoharjo. (3) Untuk mengetahui 
tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar 
wanprestasi atau melakukan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan hasil 
analisis diperoleh kesimpulan bahwa: Pelaksanaan perjanjian antara pihak bank 
dan nasabah dalam kredit pemilikan rumah di Bank Perkreditan Rakyat Solobaru 
Kabupaten Sukoharjo melalui tahap-tahap sebagai berikut: (1) Sebelum terjadinya 
perjanjian kredit pemilikan rumah, dilakukan dengan nasabah harus memenuhi 
target kriteria untuk membeli KPR, nasabah harus memiliki jaminan kredit, 
memenuhi syarat administrasi dan memenuhi syarat sahnya perjanjian. (2) Saat 
terjadinya perjanjian kredit pemilikan rumah dilakukan dengan penandatangan 
perjanjian yang dilaksanakan dibawah tangan dan diteruskan dengan dibuatnya 
akta Jual Beli di hadapan PPAT disertai dengan pengikatan jaminan oleh Notaris/ 
PPAT dengan dibuatnya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) 
yang merupakan kuasa pemasangan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). 
3) Setelah terjadinya perjanjian kredit pemilikan rumah berupa hubungan hukum 
atau menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai 
kesepakatan yang telah mereka sepakati, yang dituangkan dalam akta perjanjian 
kredit. Baik bank maupun debitur harus mematuhi semua peraturan yang telah 
ditetapkan baik undang-undang maupun ketentuan yang telah dibuat oleh pihak 
bank dan antara bank dengan debitur juga harus memenuhi kewajiban dalam 
perjanjian kredit yang telah dibuatnya, karena kewajiban dari bank merupakan hak 
dari debitur dan kewajiban debitur merupakan hak dari bank sehingga kedua belah 
pihak harus memenuhi hak dan kewajiban tersebut, apabila salah satu pihak tidak 
memenuhi kewajiban maka ia harus bertanggung jawab. Tanggung jawab hukum 
dapat didasarkan atas wanprestasi apabila debitur telah melakukan kesalahan 
misalnya debitur tidak mampu membangun angsuran KPR setalah ditagih oleh 
kreditur tiga kali berturut-turut maka debitur dapat dinyatakan wanprestasi hal ini 
berarti debitur tidak melakukan kewajibannya sebagai mana yang telah 
diperjanjikan oleh karena itu berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata debitur harus 
mengganti kerugian kepada kreditur/bank. 
 





The purpose of this study are: (1) To know the implementation process between 
the bank and the customer in the mortgage loan at Bank Perkreditan Rakyat 
Solobaru Sukoharjo District. (2) To know the rules and rights of the obligations of 
banks and customers in the mortgage loan at Bank Perkreditan Rakyat Solobaru 
Sukoharjo regency. (3) To know the legal liability if one of the parties made a 
mistake on the basis of default or doing the act unlawful. Based on the analysis 
result, it can be concluded that: Implementation of agreement between bank and 
customer in mortgage credit at Solobaru Rural Bank Sukoharjo Regency through 
the following stages: (1) Before the mortgage agreement agreement, conducted 
with the customer must meet the target criteria to buy Mortgages, customers must 
have credit guarantees, meet administrative requirements and meet the terms of 
validity of the agreement. (2) The date of the agreement of the mortgage is done 
by signing the agreement which is executed by hand and forwarded by the Deed 
of Sale and Purchase in the presence of PPAT accompanied by the binding of the 
guarantee by Notary / PPAT with the issuance of the Power of Attorney of 
Contracting Rights (SKMHT) which is the authorization of the Deed of Granting 
Deposit Rights (APHT). (3) Upon the occurrence of a home ownership loan 
agreement in the form of a legal relationship or incurring the rights and 
obligations of each party according to the agreement which they have agreed 
upon, as outlined in the credit agreement agreement. Neither the bank nor the 
debtor must comply with all regulations established by the law as well as the 
provision made by the bank and between the bank and the debtor must also fulfill 
the obligations in the credit agreement it has made, since the obligation of the 
bank is the right of the debtor and the liability of the debtor is the right of the bank 
so that both parties must fulfill these rights and obligations, if one of the parties 
does not fulfill the obligation, it must be responsible. Legal liability can be based 
on wanprestasi if the debtor has made a mistake for example the debtor is not able 
to build mortgage installments after billed by the creditor three times in a row then 
the debtor can be declared wanprestasi this means the debtor does not perform its 
obligations as to which has been agreed by therefore based on Article 1243 The 
Civil Code of the debtor shall indemnify the creditor / bank. 
 
Keywords: Home Ownership Credit, Legal Responsibility 
 
1. PENDAHULUAN 
Salah satu upaya telah ditempuh dan terus akan dilaksanakan oleh 
pemerintah, guna meningkatkan taraf hidup masyarakat golongan ekonomi 
menengah kebawah, khususnya di bidang perumahan dan pemukiman, adalah 
penyediaan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR), melalui BANK. Bank 
menurut Abdul Rachman adalah suatu jenis lembaga keuangan yang 
melaksanakan berbagai jenis jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan 
 3 
mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan barang-barang berharga, 
pengawasan terhadap mata uang, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan 
lain-lain. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas 
UU No 7 Tahun 1992 Tentang perbankan Pasak 1 (2) : “Bank adalah badan usaha 
yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk 
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.1 
Pemberian kredit menurut ketentuan Undang-Undang perbankan Indonesia 
Tahun 1992/1998 yaitu Pemberian kredit adalah salah satu kegiatan usaha yang 
sah bagi bank umum dan bank perkreditan rakyat. Kedua jenis bank itu tersebut 
merupakan badan usaha penyalur dana kepada masyarakat dalam bentuk 
pemberian kredit di samping lembaga keuangan lainnya. Berdasarkan Undang-
Undang nomor 10 tahun 1998 pasal 1 ayat (11) yang menyatakan bahwa kredit 
adalah penyediaan uang/tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan 
persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak 
lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka 
waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pemberian kredit perbankan Indonesia 
1992/1998 dan peraturan pelaksanaannya, anatara lain yang dikelaurkan oleh 
Bnak Indonesia dan peraturan intern masing-masing Bank.
2
 
Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau 
hunian dan sarana pembinaan keluarga. Memiliki rumah adalah bentuk 
kesejahteraan bagi setiap orang.Selain merupakan salahsatu kebutuhan dasar, 
yaitu kebutuhan papan, dari dalam rumah inilah keluarga dapat berlindung, 
berkomunikasi serta berbagi kasih sayang antar anggota keluarganya. Melalui 
rumah orangtua mengajarkan nilai-nilai dasar kekeluargaan kepada anak-
anaknya,m emiliki rumah juga symbol seseorang dinilai mapan dalam sosialnya. 
Sayangnya untuk mendapatkan rumah yang diidamkan ternyata tidaklah mudah. 
Seiring dengan semakin padatnya jumlah penduduk di kota besar, semakin sulit 
                                                 
1
 Zainal Asikin, 2015, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada,. Hal 28 
2
 M.Bahsan 2007, Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta: PT 
Raja Grafindo Persada., hal 74 
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pula mendapatkan rumah layak yang menjadi idaman bagi setiap orang. Semakin 
banyaknya jumlah penduduk di kota besar menjadikan lahan untuk membangun 
rumah tinggal juga semakin sempit. Hal inilah yang memacu mahalnya harga 
sebuah rumahbelakangan ini, belum lagi ditambah masalah penghasilan rata-rata 
masyarakat Indonesia masih di kisaran UMR (Upah MinimunRegional) sehingga 
memiliki rumah idaman masih sulit tercapai jika harus membeli secara tunai. 
Disinilah KPR hadir menjadi solusi akan permasalahan tersebut melalui Bank-
bank di Indonesia. 
KPR (Kredit Pemilikan Rumah) adalah kredit yang digunakan untuk 
membeli rumah atau untuk kebutuhan konsumtif lainnya dengan jaminan/agunan 
berupa Rumah.Diharapkan dengan adanya kredit pemilikan rumah ini, keinginan 
kedua belah pihak akan tercapai. Masyarakat dapat memiliki sebuah rumah 
dengan sistem cicilan yang dapat disesuaikan dengan kemampuan finansial 
mereka.Pihak bank juga dapat memperoleh keuntungan dari bunga pinjaman 
kredit rumah tersebut. 
Terdapat beberapa jenis sektor konsumsi yang dibiayai dengan kredit oleh 
bank, salah satunya adalah sektor perumahan melalui kredit pemilikan rumah 
(KPR).Peningkatan pemberian KPR oleh bank-bank disebabkan masih banyaknya 
masyarakat yang membutuhkan rumah, sebagian masyarakat tidak mampu 
membeli rumah secara tunai, sehingga ini menjadi peluang bagi bank-bank untuk 
memasarkan KPR sebanyak-banyaknya. Dengan adanya program KPR ini, maka 
akan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin memilki hunian yang lebih 
layak. Hanya dengan mencicil beberapa juta saja per bulannya, masyarakat sudah 
bisa memiliki rumah yang layak untuk dihuni, terhindar dari sistem kontrak rumah 
atau tinggal pada lingkungan hunian yang tidak layak.Disinilah pihak debitur 
muncul sebagai nasabah bank yang membutuhkan hunian yang layak dan 
terjangkau. Pelaksanaan pembelian KPR secara mencicil/angsuran dilakukan 
dengan melalui perjanjian antara bank dengan nasabah secara kredit oleh karena 
perjanjian kredit adalah merupakan perjanjian pendahuluan (woorowereenkomst) 
dari penyerahan uang. Perjanjian uang ini merupakan hasilpermufakatan antara 
pemberi dan penerima jaminan mengenai hubungan-hubungan hukum antara 
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keduanya. Perjanjian kredit merupakan perikatan antara dua belah pihak atau lebih 
dimana perjanjian kredit menggunakan uang sebagai obyek dari perjanjian. Jadi 
perjanjian kredit itu merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara bank 
sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur, dimana dalam perjanjian ini 
bank sebagai pemberi kredit percaya terhadap nasabahnya dalam jangka waktu 
tertentu sebagaimana yang telah disepakati akan dikembalikan (dibayar) lunas. 
Tenggang waktu antara pemberian dan penerimaan kembali prestasi ini 
merupakan sesuatu yang abstrak, yang sulit diraba, karena masa antara pemberian 
dan penerimaan prestasi dapat berjalan dalam beberapa bulan, tetapi dapat pula 
berjalan selama beberapa tahun.Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok 
(prinsiipil) yang bersifat riil. Sebagaimana perjanjian kredit adalah prejanjian 
prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah assessornya. Ada atau berakhirnya 
perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa 
perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah 
kreditur
3.Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “Suatu Perjanjian adalah suatu 
perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain 
atau lebih”.  
Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan menyatakan “Kredit adalah 
penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 
persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan dengan pihak 
lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka 
waktu tertentu dengan pemberian bunga.” 
Setelah melahirkan perjanjian maka kedua pihak terjadi hubungan hukum 
yang masing-masing menimbulkan hak dan kewajiban, apabila salah satu pihak 
tidak melakukan kewajiban maka ia harus bertanggung jawab berdasarkan hukum 
yaitu bertanggung jawab atas dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum 
dengan demikian maka ia harus mengganti kerugian. Oleh karena itu belakangan 
ini masih ada kecenderungan kredit macet yang dialami oleh baik Bank-bank dari 
pemerintahan maupun swasta, sebagaimana dimaklumi bahwa dalam dunia usaha 
                                                 
3
Hermansyah, 2009, Edisi Revisi Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana Prenada Media 
Group, Jakarta, hal. 71. 
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acapkali dijumpai seorang debitur mengalami kesulitan untuk membayar utang-
utangnya atau mengembalikan kreditnya akibat dari debitur/nasabah yang telah 
ingkar janji (wanprestasi) atau nasabah tersebut telah melakukan perbuatan 
melawan hukum dalam perjanjian KPR dengan pihak Bank, maka yang 
melakukan kesalahan tesebut harus bertanggung jawab menurut hukum. 
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui proses pelaksanaan 
antara  pihak bank dan nasabah dalam kredit pemilikan rumah di Bank 
Perkreditan Rakyat Solobaru Kabupaten Sukoharjo. 2) Untuk mengetahui 
peraturan dan hak kewajiban pihak bank dan nasabah dalam kredit pemilikan 
rumah di Bank Perkreditan Rakyat Solobaru Kabupaten Sukoharjo. 3) Untuk 
mengetahui tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan 
atas dasar wanprestasi atau melakukan perbuatan melawan hukum. 
 
2. METODE 
Teknik analisis data menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu  
pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-
data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan (dengan) norma-norma hukum, 
doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Proses Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah antara Bank dan Nasabah  
Pelaksanaan perjanjian kredit pemilikan rumah di Bank Perkreditan 
Rakyat Solobaru Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan melalui tahap-tahap sebagai 
berikut: 
3.1.1 Sebelum terjadinya perjanjian kredit pemilikan rumah 
Proses perjanjian kredit pemilikan rumah yang ada di Bank Perkreditan 
Rakyat Solobaru Kabupaten Sukoharjo, calon nasabah harus memenuhi kriteria 
persyaratan yang ditentukan oleh pihak bank.  
3.1.2 Saat terjadinya perjanjian kredit pemilikan rumah 
Perjanjian kredit pemilikan rumah antara nasabah dengan Bank Perkreditan 
Rakyat di Solobaru, Sukoharjo terjadi jika para pihak sudah melakukan 
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penandatanganan akta perjanjian kredit. Pembuatan dan penandatangan perjanjian 
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dilaksanakan dibawah tangan diteruskan dengan 
dibuatnya akta Jual Beli di hadapan PPAT disertai dengan pengikatan jaminan 
oleh Notaris/ PPAT dengan dibuatnya Surat Kuasa Membebankan Hak 
Tanggungan (SKMHT) yang merupakan kuasa pemasangan Akta Pemberian Hak 
Tanggungan (APHT). 
Realisasi kredit yaitu setelah dokumen-dokumen kredit lengkap maka segera 
petugas Loan Transaction Service (LTS) bertanggung jawab 
mengadministrasikan, menjalankan dan memelihara dana pinjaman nasabah dan 
memantau semua pembayaran kepada pihak ketiga, termasuk notary fee Pada 
dasarnya dalam suatu perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR), debitor tidak 
mempunyai rumah. Adapun perjanjian kredit tersebut dilakukan untuk 
memperoleh rumah, yang nantinya rumah tersebut menjadi jaminan kredit yang 
diajukan debitor. Dengan demikian pada saat debitor mengajukan kredit dan 
menanda tangani perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR), debitor belum 
mempunyai jaminan apapun. Berdasarkan hasil penelitian, proses pemberian 
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank Perkreditan Rakyat di Solobaru, 
Sukoharjo, pihak bank selaku kreditor baru akan melaksanakan penandatanganan 
perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) setelah mendapat Surat Keterangan 
(covernote) dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang membuat Akta Jual 
Beli antara debitor dengan pihak penjual. 
Keterangan (covernote) yang dimaksud berisi bahwa objek tanah yang akan 
menjadi jaminan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) telah beralih kepada 
debitor dan sedang dalam proses balik nama pada kantor pertanahan setempat. 
Atas dasar itu, selanjutnya pihak bank selaku kreditor baru akan melaksanakan 
penandatanganan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan calon debitor 
yang sekaligus dilanjutkan dengan pencairan dananya. Sementara itu Bank 
Perkreditan Rakyat Solobaru Kabupaten Sukoharjo juga mewajibkan nasabah 
penerima fasilitas Kredit Pemilikan Rumah tersebut dengan bukti pembayaran 
uang muka pembelian tanah dan rumah yang akan dijaminkan berupa kwitansi 
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pembayaran uang muka minimal sebesar 30% dari harga jual beli yang telah 
disepakati. 
Kredit yang dicairkan tersebut untuk selanjutnya di transfer kepada pihak 
ketiga, dalam hal ini pihak penjual oleh bank berdasarkan surat kuasa untuk 
mentransfer dari debitor kepada bank. Apabila dilihat dari bukti tertulis 
(sertipikat) yang menyatakan bahwa tanah obyek Jual Beli dan selanjutnya 
menjadi jaminan kredit telah beralih kepada pihak debitor, maka sebetulnya obyek 
tanah tersebut belum beralih ke atas nama debitor. Hal ini dikarenakan pada saat 
penandatanganan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sertipikat hak atas 
tanah yang akan menjadi jaminan tersebut masih dalam proses balik nama ke atas 
nama pembeli selaku debitor pada kantor pertanahan setempat. 
3.1.3 Setelah terjadinya perjanjian kredit pemilikan rumah 
Dengan telah disepakatinya perjanjian kredit pemilikan rumah antara pihak 
bank dengan nasabah yang dilaksanakan dengan penandatanganan akta perjanjian 
kredit pemilikan rumah, maka menimbulkan hubungan hukum atau menimbulkan 
hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai kesepakatan yang telah 
mereka sepakati, yang dituangkan dalam akta perjanjian kredit.  
 
3.2 Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan 
Rumah 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh penjelasan bahwa hak dan kewajiban 
antara bank dengan nasabah dalam perjanjian kredit pemilikan rumah sudah 
dituangkan dalam akta perjanjian kredit. Bank sebagai kreditor berkewajiban 
untuk memberikan kredit sesuai jumlah yang disetujui, dan atas prestasinya itu. 
Selanjutnya bank berhak untuk memperoleh pelunasan kredit dan bunga dari 
debitor sebagai kontraprestasi. Sebagai kreditur, bank berhak secara sepihak dan 
sewaktu-waktu tanpa meberitahukan atau menegur debitur untuk tidak 
mengijinkan atau menolak penarikan atau penggunaan kredit lebih lanjut oleh 
debitur dan menghakiri jangka waktu kredit tersebut.  
Sebagai pemberi kredit bank memiliki posisi lebih kuat daripada nasabah 
sebagai penerima kredit. Pasal 1759-1762 KUHPerdata mengatur mengenai 
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kewajiban-kewajiban orang yang meminjamkan dalam perjanjian pinjam 
meminjam yang berlaku pula dalam perjanjian kredit. Pemberi pinjaman 
(kreditur) tidak dapat meminta kembali barang yang dipinjamkan sebelum lewat 
waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Adapun bunyi dari Pasal 1759-
1762 KUHPerdata adalah sebagai berikut: 
Pasal 1759 
Pemberi pinjaman tidak dapat meminta kembali barang yang dipinjamkan 
sebelum lewat waktu yang telah ditentukan di dalam perjanjian.  
Pasal 1760 
Jika jangka waktu peminjaman tidak ditentukan maka bila pemberi pinjaman 
menu ntut pengembalian barang pinjaman itu, Pengadilan boleh memberikan 
sekadar ketonggaran kepada peminjam sesudah mempertimbangkan keadaan. 
Pasal 1761 
Jika telah dijanjikan bahwa peminjam barang atau uang akan mengembalikannya 
bila ía mampu untuk itu, maka kalau pemberi pinjaman menuntut pengembalian 
barang pinjaman atau barang pmjaman itu, Pengadilan boleh menentukan waktu 
pengembalian sesudah mempertimbangkan keadaan.  
Pasal 1762 
Ketentuan Pasal 1753 berlaku juga dalam perjanjian pinjam pakai habis. 
Sedangkan debitur memiliki kewajiban pokok yaitu mengembalikan hutang 
atau pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan sebelumnya. Debitur memiliki 
kewajiban untuk membayar utang, biaya dan bunga. Biaya yang dimaksud adalah 
sejumlah biaya yang diperlukan guna persiapan perjanjian kredit, antara lain biaya 
persiapan dan bunga. Sedangkan bunga sesuai pasal 1264 KUHPerdata adalah 
keuntungan yang sedianya harus dinikmati. Tetapi dalam perjanjian kredit, 
pembebanan bunga pada debitur berarti bunga adalah kerugian yang harus dibayar 
untuk pemakaian pinjamanatau kredit tersebut. Pasal 1763-1764 KUHPerdata 
mengatur tentang kewajiban-kewajiban si peminjam. Kewajiban pokok peminjam 
(debitur) adalah mengembalikan pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama 
dan pada waktu yang ditentukan. Sedangkan hak debitur selaku penerima kredit 
adalah mendapatkan kredit sejumlah yang diajukan dan disetujui oleh pihak 
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kreditur. Debitur berhak menikmati dan menggunakan fasilitas kredit yang 
diterima dari pihak kreditur. Adapun benyi ketentuan Pasal 1763-1764 
KUHPerdata adalah sebagai berikut: 
Pasal 1763 
Barangsiapa meminjam suatu barang wajib mengembalikannya dalam jumlah dan 
keadaan yang sama dan pada waktu yang diperjanjikan.  
Pasal 1764 
Jika ia tidak mungkin memenuhi kewajiban itu maka ia wajib membayar harga 
barang yang dipinjamnya dengan memperhatikan waktu dan tempat pengembalian 
barang itu menurut perjanjian. Jika waktu dan tempat tidak diperjanjikan maka 
pengembalian harus dilakukan menurut nilai barang pinjaman tersebut pada waktu 
dan tempat peminjaman.  
 
3.3 Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan 
Kesalahan Atas Dasar Wanprestasi 
Guna mengatasi masalah mengenai adanya wanprestasi dalam pelaksanaan 
perjanjian kredit pemilikan rumah, maka Bank Perkreditan Rakyat Solobaru 
Kabupaten Sukoharjo selaku kreditur kemudian berupaya untuk mengadakan 
konfirmasi dan menghubungi debitur yang menunggak, baik menggunakan alamat 
pada saat memohon kredit maupun alamat rumah KPR-BPR yang wajib dihuni. 
Berkat upaya yang dilakukan oleh pihak BPR, maka debitur yang menunggak 
dapat dihubungi dan mendapat surat Panggilan untuk datang ke Kantor BPR 
Sukoharjo, bertujuan untuk menyelesaikan masalah tunggakan tersebut secara 
musyawarah. 
Dalam pelaksanaan perjanjian, dapat terjadi wanprestasi yang berarti tidak 
memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan bersama. Wanprestasi adalah suatu 
keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan 
kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan. Kriteria atau penilaian yang 
digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat Solobaru Kabupaten Sukoharjo adalah 
apabila seorang debitur tidak membayar satu bulan saja maka telah dianggap 
wanprestasi, serta diberikan surat teguran berupa peringatan I dan peringatan II. 
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Sebagai akibat hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi maka ada 
beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada debitur, yaitu: 1) Membayar 
kerugian yang diderita kreditur; 2) Pembatalan perjanjian; 3) Peralihan resiko; 4) 
Membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan dimuka hakim.
4
 
Debitur wajib membayar ganti rugi, setelah dinyatakan lalai tetapi ia tetap 
tidak memenuhi prestasi itu”. (Pasal 1243 KUHPerdata). Mengenai besarnya ganti 
rugi tersebut diatur dalam Pasal 1244 KUHPerdata yaitu: Debitur harus dihukum 
untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa 
tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam 
melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang 




4.1  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa: Pelaksanaan 
perjanjian antara pihak bank dan nasabah dalam kredit pemilikan rumah di Bank 
Perkreditan Rakyat Solobaru Kabupaten Sukoharjo melalui tahap-tahap sebagai 
berikut: 1) Sebelum terjadinya perjanjian kredit pemilikan rumah, dilakukan 
dengan nasabah harus memenuhi target kriteria untuk membeli KPR, nasabah 
harus memiliki jaminan kredit, memenuhi syarat administrasi dan memenuhi 
syarat sahnya perjanjian. 2) Saat terjadinya perjanjian kredit pemilikan rumah 
dilakukan dengan penandatangan perjanjian yang dilaksanakan dibawah tangan 
dan diteruskan dengan dibuatnya akta Jual Beli di hadapan PPAT disertai dengan 
pengikatan jaminan oleh Notaris/ PPAT dengan dibuatnya Surat Kuasa 
Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang merupakan kuasa pemasangan 
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). 3) Setelah terjadinya perjanjian kredit 
pemilikan rumah berupa hubungan hukum atau menimbulkan hak dan kewajiban 
dari masing-masing pihak sesuai kesepakatan yang telah mereka sepakati, yang 
dituangkan dalam akta perjanjian kredit.  
                                                 
4
 Nindyo Pramono, 2003, Hukum Komersil, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, Hal. 25.   
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Baik bank maupun debitur harus mematuhi semua peraturan yang telah 
ditetapkan baik undang-undang maupun ketentuan yang telah dibuat oleh pihak 
bank dan antara bank dengan debitur juga harus memenuhi kewajiban dalam 
perjanjian kredit yang telah dibuatnya, karena kewajiban dari bank merupakan hak 
dari debitur dan kewajiban debitur merupakan hak dari bank sehingga kedua belah 
pihak harus memenuhi hak dan kewajiban tersebut, apabila salah satu pihak tidak 
memenuhi kewajiban maka ia harus bertanggung jawab. Tanggung jawab hukum 
dapat didasarkan atas wanprestasi apabila debitur telah melakukan kesalahan 
misalnya debitur tidak mampu membangun angsuran KPR setalah ditagih oleh 
kreditur tiga kali berturut-turut maka debitur dapat dinyatakan wanprestasi hal ini 
berarti debitur tidak melakukan kewajibannya sebagai mana yang telah 
diperjanjikan oleh karena itu berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata debitur harus 
mengganti kerugian kepada kreditur/bank. 
4.2 Saran 
Hendaknya Bank Perkreditan Rakyat Solobaru Kabupaten Sukoharjo 
dalam memberikan pembiayaan kredit pemilikan rumah perlu melakukan analisa 
secara mendalam mengenai kredibilitas calon nasabah, sehingga pelaksanaan 
kredit pemilikan rumah dapat berjalan lancar dan tidak terjadi wanprestasi. Guna 
mencegah terjadinya kredit macet khususnya Kredit Pemilikan Rumah (KPR), 
maka Bank Perkreditan Rakyat Solobaru Kabupaten Sukoharjo perlu adanya 
pembinaan berkelanjutan dari pihak bank kepada debitor dengan cara 
berkomunikasi antara semua bentuk permasalahan yang terjadi atau yang mungkin 
akan terjadi dengan tujuan untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut, 
sehingga dapat mencegah terjadinya kredit macet. 
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